ANALISIS STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU by Aldian Anggi Saputra, -
ANALISIS STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU






FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020
ANALISIS STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu






FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2020
ABSTRAK
ANALISIS STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU DALAM
PENGELOLAAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU
Oleh :
ALDIAN ANGGI SAPUTRA
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau.Adapun yang
menjadi latar belakangnya adalah potensi pariwisata alam di Riau serta
prioritas pembangunan pariwisata oleh pemerintah.Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pariwisata di
Provinsi Riau.Batasan penelitian ini yaitu difokuskan pada jenis wisata
alam. Untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam
pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau tersebut terdapat 3 indikator yang
menjadi ukuran, yaitu: pengembangan, kelembagaan, dan pengaturan. Jenis
penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif
dimana data deskriptif jawaban dari informan penelitian dan dianalisa oleh
penulis.Untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pariwisata di
Provinsi Riau, dalam penelitian ini penulis memerlukan data primer berupa
wawancara dan observasi langsung di lapangan kemudian data sekunder
berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengembangan
pariwisata yang dilakukan.Metode pengumpulan data yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi,
library research dan penelusuran data online.Informan penelitian yang
Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 2 informan dari Dinas
Pariwisata Provinsi Riau dan 4 informan tambahan dari pengelola destinasi
wisata alam.Hasil dari penelitian ini yaitu strategi Dinas Pariwisata
Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau belum
maksimal karena banyaknya program-program yang dibuat belum
memenuhi kebutuhan aspek-aspek indicatordalam pengelolaan
pariwisata.Kemudian dalam prakteknya masih terdapat kendala sehingga
masih ada strategi yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah
direncanakan.Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah
daerah serta permasalahan SDM terhadap kinerja Dinas Pariwisata
Provinsi Riau.
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Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berisikan tiga
segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerja samaantar Negara
(persahabatan antar bangsa), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan
kita kepada wisatawan mancanegara).
Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai stake holders yang
terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, danadan
fasilitas.Berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan kondisi terkini
akan memunculkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan
yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata. Keberhasilan
dalam mencapai sasaran tersebut bergantung pada pengelolaan dan pengusahaan
yang baik dan terkoordinasi dari semua elemen.Sehingga sangat dibutuhkan
dukungan dari semua pihak yang berperan dan berkaitan dalam pengembangan
kepariwisataan baik swasta, pemerintah maupun masyarakat.
Adapun pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan
untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat
serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan
global. Kemudian dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, yang dimaksud
ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan
2memperhatikanunsurependidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi
sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
Kekayaan alam serta keberagaman budaya di Indonesia termasuk di
Provinsi Riau memiliki potensi dalam sektor pariwisata yang menjadikan
pemerintah saat ini menjadikan kepariwisataan sebagai prioritas pembangunan
terutama wisata alam. Tujuannnya adalah meningkatkan devisa Negara,
memperluas lapangan kerja dan sekaligus ajang memperkenalkan kebudayaan.
Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih
terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi,
penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.
Saat ini sektor pariwisata Riau sedang dalam proses pengembangan.
Provinsi Riau memilikiberbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya.
Potensi tersebut dibagi ke dalam sistem zonasi yang disebut Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi (KSPP) yang juga berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025. Berikut beberapa
potensi wisata alam yang ada di Provinsi Riau berdasarkan KSPP dan sejumlah
wilayah yang tidak masuk dalam KSPP:
Table 1.1 Potensi destinasi wisata alam di Provinsi Riau
No.






1. Kawasan Pantai Rupat Utara
2. Pulau Beting Aceh
3. Pantai Ketapang
4. Pantai Selat Baru
5. Pulau Babi
6. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil
Bukit Batu









1. Danau Bandar Kayangan
2. Kawasan Kampung Tebing Okura
3. Alam Mayang










2. Air Terjun Batang Kapas













1. Pusat Latihan Gajah
2. Ekowisata Mangrove Mekar Jaya
3. Hutan Kota Siak
4. Agrowisata Bunga Raya









1. Kawasan Wisata Ombak Bono
2. Taman Nasional Tesso Nilo
3. Danau Kajuwik
4. Pantai Kute Kerinci











3. Danau Janda Gatal
4. Pulau Tilan










1. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
2. Danau Raja
3. Danau Menduyan
4. Air Terjun Denalo
5. Air Terjun Tembulun Berasap







8. Kabupaten 1. Bukit Suligi 1. Kualitas SDM yang
4Rokan Hulu 2. Air Terjun Aek Matua
3. Objek Wisata Hapanasan
4. Wisata Alam Goa Huta Sikapir
5. Danau Cipogas











1. Air Terjun Guruh Gemurai
2. Air Terjun Ujuh Ingkat
3. Air Terjun Hulu Lombu
4. Danau Kebun Nopi
5. Suaka Marga Satwa Rimbang
Baling
6. Air Panas Alam Sungai Pinang











2. Hutan Mangrove Mandah
3. Agrowisata Kelapa
4. Air Terjun 86







11. Dumai 1. Pantai Purnama
2. Pantai Teluk Makmur
3. Hutan Kota Dumai
4. Bandar Bakau Dumai
5. Taman Telaga Tirta Bukit Datuk
6. Danau Bunga Tujuh










1. Tasik Air Putih
2. Tasik Putri Pepuyu
3. Pulau Legenda Dedep Durhaka
4. Pantai Ceria
5. Wisata Mangrove Sungai Tohor







Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Tabel di atas menunjukkan potensi wisata alam di Provinsi Riau yang
tidak sedikit.Dari banyaknya potensi tersebut diketahui masih memiliki berbagai
kendala dan kebutuhan. Untuk mengatasi hal tersebut tentu membutuhkan
langkah-langkah optimal yang nantinya akan berpengaruh terhadap kunjungan
wisatawan.
5Sasaran pembangunan pariwisata di Provinsi Riau adalah sebagai berikut,
pertama meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, kedua meningkatnya
lamatinggal wisatawan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata Provinsi
Riau diarahkan untuk menjadi sumber PAD yang dapat diandalkan serta untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemberdayan masyarakat sekitar,
untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 sektor
pariwisata Riau menyumbang pendapatan daerah hingga Rp 4,2 triliun dan terus
naik seiring dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan pada 2018 dan
2019. Oleh sebab itu pengembangan kepariwisataan harus secara terencana,
bertahap dan berkelanjutan.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan pariwisata di
Provinsi Riau, strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau
adalah mengembangkan Provinsi Riau sebagai kawasan pariwisata yang didukung
oleh Ekonomi Kreatif dan Citra Pariwisata yang Berdaya Saing.  Strategi ini
meliputi :
1. Mengembangakan destinasi yang berdaya saing;
2. Pembinaan dan Fasilitasi Industri Pariwisata;
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;
4. Pembinaan dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif;
5. Melaksanakan Pemasaran Pariwisata Yang Lebih Strategis.
Adapun rincian program serta kegiatan yang sudah dilakukan oleh
6Dinaspariwisata Provinsi Riau dalam menjalankan strategi tersebut seperti pada
table berikut.




1. Analisa Pasar Untuk Promosi dan
Pemasaran Objek Pariwisata
2. Pengembangan Jaringan Kerjasama
Promosi Pariwisata Daerah (Famtrip) oleh
Tour Operator dan Penulis
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
di Dalam dan di Luar Negeri
4. Pembuatan Video Profil Pariwisata Daerah
5. Promosi Pariwisata Riau Melalui Media
6. Launching kalender event Provinsi Riau
7. Tourism Information Center (TIC)
8. Exploring Tour Pariwisata Riau




1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
2. Perencanaan Danau Menduyan Kabupaten
Indragiri Hulu
3. Perencanaan Pulau Rupat Kabupaten
Bengkalis
4. Perencanaan  Teluk Makmur Kota Dumai
5. Perencanaan Susur Sutan Bakau Sungai
Tohor Kabupaten Kepulauan Meranti





1. Pembinaan Pengusaha Jasa
Rekreasi/Hiburan/Olahraga di Provinsi
Riau
2. Pembinaan dan Pelatihan Tenaga
Pemandu Pariwisata
3. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Objek
Pariwisata
4. Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi
Bidang Pariwisata




2. Lomba Sadar Wisata
5. Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
1. Pameran Seni Rupa Provinsi Riau
2. Riau Food Festival
3. Pameran Ekonomi Kreatif
4. Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni dan budaya
Sumber: Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi
RiauTahun 2014-2019
Tabel di atas menunjukkan berbagai langkah strategi sudah dilakukan oleh
Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata
di Riau.Namun tentunya tidak semua straegi yang diakukan efektif terhadap
pengelolaan pariwisata.
Dewasa ini kunjungan wistawan ke Riau mengalami pertumbuhan yang
dinilai cukup baik, tidak hanya wisatawan nusantara yang mengunjungi Riau
namun wisatawan mancanegara turut berkunjung ke Riau.






Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Dari table tersebut dapat disimpulkan terus meningkatnya jumlah
wisatawan ke Provinsi Riau baik wisatawan domestic maupun
mancanegara.Namun demikian jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan
8strategi-strategi yang tepat tentu tidak menutup kemungkinanakan menurunkan
jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau. Pengelolaan sector pariwisata yang
maksimal tentu akan berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung.
Dari semua potensi pariwisata di Riau, objek wisata alam mengundang
banyak peminat yang tidak kalah dari jenis wisata lainnya.
Table 1.4 Data kunjungan wisatawan pada beberapa objek wisata alam di
Provinsi Riau
No. Objek Wisata Jumlah Pengunjung
2016 2017 2018
1. Bukit Suligi 1473 3856 10324
2. Air Terjun GuruhGemurai 1300 1400 1456
3. Ombak Bono 1081 961 1068
4. Pantai Ketapang Rupat 4374 4718 4812
5. Danau Cipogas 5938 5361 5534
6. Puau Jemur 1445 1605 1680
Sumber: Dinas pariwisata Provinsi Riau
Dari data di atas menunjukkan bahwa potensi wisata alam tidak kalah
diminati oleh pengunjung dari jenis wisata lainnya.Maka tentu dibutuhkan strategi
pengelolaan yang maksimal terhadap potensi tersebut.
Selain potensi wisata dan strategi yang dilakukan, pertumbuhan penduduk
juga berpengaruh terhadap aktivitas pariwisata.Dewasa ini pariwisata sudah
menjadi kebutuhan bagi masyarakat.Tidak hanya untuk mencari kebahagiaan
namun juga dapat dijadikan sarana ilmu pengetahuan.Adapun jumlah penduduk
Provinsi Riau saat ini terbilang tinggi seperti pada data berikut ini.




Kuantan Singingi 317 935 321 216 324 413
Indragiri Hulu 417 733 425 897 433 934
Indragiri HIlir 713 034 722 234 731 396
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Pelalawan 417 498 438 788 460 780
Siak 453 052 465 414 477 670
Kampar 812 702 832 387 851 837
Rokan Hulu 616 466 641 208 666 410
Bengkalis 551 683 559 081 566 228
Rokan Hilir 662 242 679 663 697 218
Kepulauan Meranti 182 152 183 297 184 372
Pekanbaru 1 064 566 1 091 088 1 117 359
Dumai 291 908 297 638 303 292
Riau 6 500 971 6 657 911 6 814 909
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Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk
Provinsi Riau terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.Pertumbuhan
penduduk yang terus meningkat ini tentunya juga menjadi peluang dalam
pengelolaan sektor pariwisata.Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu daerah
semakin tinggi pula kebutuhan pariwisata masyarakat daerah tersebut.Dalam
rangka memanfaatkan peluang pariwisata tersebut maka diperlukan juga iklim
usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata,
serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata.
Dari keseluruhan uraian di atas penulis melihat perlu adanya pengelolaan
kepariwisataan di Provinsi Riau yang lebih maksimal melalui kajian dan analisa
berbagai strategi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
dengan judul “ANALISIS STRATEGI DINAS PARIWISATA PROVINSI
RIAU DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI PROVINSI RIAU”.
1.2. Batasan  Masalah
Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari topic yang
dipermasalahkan, maka pada penulisan ini akan lebih difokuskan untuk membahas
strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi
Riau yang dikhususkan pada jenis wisata alam.
1.3. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan
pariwisata alam di Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas Pariwisata Provinsi
Riau dalam pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau?
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1.4. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam
pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis faktor faktor yang menjadi kendala Dinas Pariwisata
Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau.
1.5. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
pariwisata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi
pemerintah khususnya Dinas Pariwisata agar lebih maksimal dalam
pengelolaan pariwisata.
1.6. Sistematika Penulisan
Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian perlu
dikemukakan garis besar pembahasan melalui:
BAB I : PENDAHUUAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian
seperti konsep strategi pemerintah, pengelolaan, pariwisata dan kepariwisataan,
pandangan islam terhadap pengelolaan alam, kajian terdahulu beserta kerangka
berfikir.
12
BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data,
metode pengumpulan data, informan dan metode analisis.
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan
struktur organisasi.
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan,
menjelaskan hasil temuan dan membahasa hasil penelitian secara mendalam.
BAB VI : PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan data penelitian yang telah diolah





Strategi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup dari suatu
oragnisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, organisasi
harus mampu menghadapi masalah-masalah atau hambatan baik yang bersifat
internal maupun eksternal.
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang dalam
pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan
dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai
strategi.Di dalam dunia pemerintahan strategi sangat dibutuhkan untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang menjadi visi dan misi suatu organisasi baik jangka
panjang maupun jangka pendek.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi memiliki makna
sebagai berikut:
a. rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
b. ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk
melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai
c. ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam
perang, dalam kondisi yang menguntungkan
Selanjutnya menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama
dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup
ekspansi georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan  produk, penetrasi pasar,
pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture.Strategi
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Adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak
dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah
tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan
untukmencapaisasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.
Sedangkan menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa
Yunani yaitu strategia yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorangjendral.
Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan
kekuatan militer pada daerah–daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Kemudian Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), mengatakan konsep
strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu: (1)
dari perspektif apasuatu organisasi ingin dilakukan (intens todo), dan (2) dari
perspektif apayang organisasi akhirnya lakukan (eventuallydoes).
Rangkuti (2013:183)  berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan
induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan
mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sedangkan Nawawi (2005:147) menuturkan secara etimologis (asal kata)
penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai
kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik  dalam melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi.
Berbicara strategi tidak terlepas dari manajemen strategic. Menurut
Siagian (2007:7), manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan
mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasi oleh seluruh
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jajaran suatu organisasi dalam rangkai tujuan organisasi tersebut. Dalam
manajemen strategi meliputi tahahapan yang disebut Anilisis SWOT. Analisis
SWOT menurut Siagian merupakan salah satu instrument analisi yang ampuh
apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa “SWOT
merupakan akronim untuk katakata strenghs (kekuatan), weaknesses
(kelemahan),  opportunities (peluang) dan treats (ancaman).
Dari beberapa definisi- definisi strategi tersebut penulis berpendapat
bahwa strategi adalah sebuah perencanaan yang memiliki konsep- konsep
tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi
adalah alat untuk mencapai tujuan dengan melihat faktor eksternal dan internal
suatu organisasi. Organisasi melakukan tindakan yang dapat menjadikan
keuntungan baik untuk organisasi maupun pihak lain yang berkepentingan.
2.2 Pengertian Pengelolaan
Dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran penting bagi suatu organisasi
untuk melakukan pengelolaan. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan
pencapaian yang baik pula.
Menurut Terry   (2009) pengelolaan(management) merupakan sebuah
proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan,
pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan Terry,  OeyLiang Lee
dalam Suprapto (2009), yang juga mendefinisikan manajemen sebagai seni
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perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian serta
pengontrolan atas human and national resources (terutama human resources)
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.
Kemudian Patterson dan Plowman dalam Suprapto (2009) mendefinisikan
manajemen sebagai suatu teknik, maksud dan tujuan dari sekelompok manusia
tertentu yang ditetapkan, dijelaskan dan dijalankan.
Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang
berhubungan dengan waktu yang akan datangdalam menggambarkan
dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkandemi mencapai
hasil yang dikehendaki.
b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokkan,
dan pengaturanberbagai  kegiatan yang dianggap perlu untuk
mencapai tujuan.
c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok
mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada
perencanaan dan usaha pengorganisasian.
d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang
seharusnya diselesaikanya itu penilaian pelaksanaan, bila perlu
melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan
rencana.
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Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan
didefinisikan sebagai berikut:
a. Proses, cara, perbuatan mengelola,
b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga
orang lain,
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
organisasi
d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Kemudian Balderton dalam Adisasmita (2011:21) juga menjelaskan istilah
pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan,
dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan
fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
Pendapat lain tentang pengelolaan menurut Salim dan Salim (2002:534 )
adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan
pencapaian tujuan.
Kemudian Purwanto (2009) menyatakan bahwa pengelolaan adalah:
“serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan
menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya”. Pendapat lain Rohani (2010:2)
mengatakan “Pengelolaan artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan
konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali
penentuan strategi dan perencanaan”.
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Dari konsep-konsep tentang pengelolaan diatas maka penulis
menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses mencapai tujuan dengan
cara mengatur dan mengarahkan sumber daya baik manusia, barang dan modal
dengan berbagai macam pola atau bentuk.
2.3 Pengelolaan Pariwisata
Menurut Andi Mappi Sammeng (2001 : 261) ada tiga faktor penting dalam
melakukan pengelolaan kepariwisataan yaitu pengembangan, pengaturan dan
kelembagaan.
1) Pengembangan
Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus
diperhatikan adalah :
1. Perencanaan
Perencanaan pariwisata merupakan pengorganisasian secara menyeluruh
pengembangan atau pembangunan fasilitas - fasilitas pariwisata. Salah satu untuk
menwujudkan perkembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan
perencanaan pelestarian  lingkungan. Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan
penegakan hukum  (Syaiful Bahri Rruray, 2012 : 109).
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a) Penyusunan rencana
Pengembangan pariwisata yang berbasis padamasyarakat harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguhempat pertimbangan utama yaitu ;
1) Aksessibilitas dengan isu pokok kenyamanan dan keandalan
2) Pelestarian lingkungan isu pokok otensitas dan keramahan
3) Kemajuan ekonomi isu pokok manfaat dan siklus bisnis
4) Pengelolaan yang berkesinambungan isu pokok tujuan dan metode.
Untuk menghadapi isu pokok sebagai mana yang dikemukakan di atas
perlu disiapkan berbagai respon strategis antara lain ;
1) Jalur-jalur transportasi dan terminalnya
2) Keramah tamahan pelayanan
3) Penggarapan pasar wisata tertentu
4) Penonjolan penyajian warisan budaya local
5) Siversifikasi dan pengendalian produk
6) Investasi dan penyerapan tenaga kerja local
7) Kesertaan masyarakat dalam segala kegiatan
b) Daya dukung
Konsep daya dukung dan proses pendukungan rencana ada dua faktor
yang mendapat perhatian yaitu citra produk wisata dan lingkungan khas alam
dan sosial budaya. Kedua faktor tersebut dapat diperjelas dengan kriteria dari
segi fisik, sosial budaya, ekonomi dan prasarana.
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Sedangkan menurut Muljadi A.J  (2012 : 69) aspek-aspek dalam
perencanaan pariwisata adalah wisatawan, pengangkutan, daya tarik wisata,
fasilitas pelayanan dan informasi serta promosi.
Tabel 2.1 faktor dan kriteria daya dukung
Faktor Citra Faktor Lingkungan Khas
Kriteria Fisik
a) Pemeliharaan kebersihan dan
pencegahan pencemaran
b) Kelancaran ketertiban arus lalu





a) Pelestarian nilai-nilai budaya dan
adat istiadat (khas setempat)
b) Pelestarian dan pembudayaan
keramah tamahan
c) Pelestarian monument dan
bangunan-banguan bersejarah
Kriteria Ekonomi
a) Harga-harga  memenuhi prinsip
“value of money”
b) Nilai tukar mata uang yang stabil
Kriteria Prasarana
a) Fasilitas dan pelayanan
transportasi memenuhi standar





a) Kepadatan lalu lintas yang masih
dapat diterima
b) Pemeliharaan ekonomi pada level
di bawah ambang kerusakan
c) Konservasi flora dan fauna
langka didarat dan laut
d) Tingkat pencemaran masih
diambang batas wajar
Kriteria Sosial-Budaya
a) Pertumbuhan pariwisata tidak
mengganggu tata kehidupan dan
kegiatan masyarakat setempat
b) Kegiatan pariwisata tidak
mengganggu upaya pemeliharaan
dan pelestarian bangunan
bersejarah dan adat istiadat
setempat
Kriteria Ekonomi
a) Kegiatan pariwisata memberikan
keuntungan
b) Penyerapan tenaga kerja sesuai
dengan warga setempat
Kriteria Prasarana
a) Fasilitas dan pelayanan
transportasi memadai
b) Fasilitas pelayanan umum,
seperti air bersih, tempat-tempat
pembuangan sampah, dan lain-
lain tersedia
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c) Fasilitas kesehatan, keamanan
tersedia dengan baik
Dengan kriteria- kriteria citra dan lingkungan khas di atas maka
diharapkan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di suatu Negara/daerah
dapat berlangsung secara berkesinambungan dan lestari.
c) Jangka waktu dan ruang lingkup
Mengenai jangka waktu, secara umum dikenal tiga kategori perencanaan
yaitu jangka : pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek
biasanya berisikan program pelaksanaan untuk kurun waktu 5 tahun.Maka
program jangka pendek merupakan salah satu penggalan pelaksanaan dari
rencana jangka panjang.
Dalam hal itu rencana jangka menengah biasanya berisi berbagai hal
strategis yang diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 10 tahun yang akan
datang. Hal strategis ini baik yang berupa peluang yang harus dimanfaatkan
maupun kendala yang mungkin harus dihadapi.
Sedangkan rencana jangka panjang biasanya berisi gagasan dan
kebijaksanaan yang menyeluruh mengenai tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai dalam kurun waktu 20 atau 25 tahun yang akan datang. Karena berisi
kebijaksanaan, tujuan dan sasaran yang menyeluruh (komprehensif), maka
pihak terutama investor. Dalam rencana jangka panjang itu digariskan pola dan
bentuk kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran,
misalnya : harus ramah lingkungan (berorientasi pelestarian).
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Sebagai pedoman umum dapat dikemukakan disini antara lain mengenai
prediksi atau prakiraan. Semakin panjang jangka waktu suatu rencana semakin
kualitatif sifat prediksinya.Sebaliknya semakin pendek jangka waktu rencana,
semakin kwantitatif sifat prediksinya.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah atau
swasta). Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan
pariwisata meliputi : Pengesahan rencana, terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan
umum dan Pentahapan program  (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana-
prasarana, koordinasi dan kerjasama.
3. Pembiayaan
Sumber pembiayaan, biaya pengembangan pariwisata di suatu Negara atau
daerah dapat dikelompokan kedalam empat golongan besar yaitu biaya persiapan
(pemerintah, swasta, kerjasama) pembangunan prasarana (objek wisata, daya tarik
wisata) pembangunan sarana/usaha (pajak) biaya pemantauan.
4. Pengendalian/pengawasan
Menurut Sondang P. Siagian (2006:107) pengawasan adalah proses
pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin
agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perkembangan pelaksanaan program
khususnya program kerja atau target tahunan harus dipantau secara
berkesinambungan. Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga
kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana
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(aksessibilitas dan trasnsportasi) serta pengendalian pemasaran, jumlah
kedatangan wisatawan perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan Efektivitas
kegiatan promosi yang dilakukan.
2) Kelembagaan
Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur,
koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta
peraturan.Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum.Dengan
adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya
dengan perasaan nyaman dan tenang. Menurut Muljadi A.J (2012 : 78)
pembangunan pariwisata menyentuh segala aspek pengaturan dan kelembagaan
yang melibatkan masyarakat, antar lembaga koordinasi yang ada dan lembaga
terkait serta mengembangkan jaringan perhubungan. Adapun koordinasi menurut
Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011 : 86) diartikan sebagai suatu usaha
kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu,
sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.
Lembaga (organisasi) pariwisata pemerintah bervariasi antara satu negara
dengan negara lainnya dengan spektrum yang cukup luas, mulai dari yang paling
sentralistik sampai dengan yang paling desentralistrik.Berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan di atas, timbul berbagai pendapat mengenai pembagian tugas antara
lembaga/organisasi pariwisata pemerintah dan pihak swasta. Dari berbagai
pendapat itu pada garis besarnya ditemukan tugas lembaga/organisasi pariwisata
pemerintah yang antara lain meliputi :
a. Penelitian dan pengembangan
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b. Penentuan kebijaksanaan
c. Penyusunan dan penetapan peraturan
d. Pengendalian dan pengawasan
e. Penyediaan informasi dalam negeri
f. Promosi dan publisitas diluar negeri
g. Pelaksanaan hubungan internasional
h. Pengembangan SDM
i. Keperintisan
Informasi yang dikumpulkan oleh organisasi pariwisata dunia (World
Tourism Organization) menunjukkan, bahwa susunan dan struktur organisasi
pariwisata pemerintah dapat dirangkum kedalam empat kelompok besar, yaitu:
a. Statistik Dan Penelitian
b. Koordinasi
c. Promosi Dan Publisitas
d. Pendidikan Dan Pelatihan
3) Pengaturan
Menurut Syaiful Bahri Ruray (2012:104) pengelolaan lingkungan hidup
dapat dilakukan dengan pendekatan hukum lingkungan administrasi.Pendekatan
hukum lingkungan administratif ini meliputi dua instrument yaitu instrument
perizinan untuk melindungi objek yang terdapat dalam lingkungan tersebut dan
instrument ekonomi, berupa pembayaran, permodalan, anggaran dan sanksi.
Keberhasilan pengembangan objek wisata dilihat juga dari sistem
pengelolaan pemasaran objek wisata tersebut. Menurut Salah Wahab (1996:155)
25
pemasaran adalah sebagai suatu kebijakan yang berkaitan dengan banyak pihak
tidak mencondongan diri hanya pada promosi, tetapi juga suatu sistem pariwisata
yang mempunyai empat fungsi :
1. Perumusan, pasar baik yang nyata maupun yang pontensial dan penyajian
yang serius dalam pemasaraan.
2. Komunikasi, memikat permintaan dengan cara meyakinkan wisatawan,
dengan menyediakan daya tarik yang ada.
3. Pengembangan, merencanakan dan mengembangkan antraksi dan jasa
wisata yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Pengawasan, mengevaluasi mengukur dan menghitung berbagai metode
penelitian dengan kegiatan promosi, pemanfaatan fasilitas dan anggaran.
Menurut Cox dalam Dowling dan Fanel bahwa pengelolaan pariwisata
harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :
6. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada
kearifan local dan special local sense yang merefleksikan keunikan
peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
1. Prevervasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi
basis pengembangan Kawasan pariwisata.
2. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasan
budaya lokal.
3. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan
lingkungan local.
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4. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi
sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktifitas pariwisata
tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan
alam atau social maupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat.
Selanjutnya Oka Yoeti (2006 : 215) mengatakan pemasaran pariwisata
terdiri dari tiga faktor yang harus diperhatikan yaitu :
1. Factor penawaran dalam usaha bisnis pariwisata meliputi:
a. Natural amenities, cuaca/iklim, letak/zona, elements, hutan, flora atau fauna,
pusat kesehatan
b. Man-made suplay : history, infrastruktur
c. Akses dan fasilitas, suprastruktur
d. Tat hidup masayarakat
e. Pendanaan




d. Kecilnya jumlah keluarga
e. Keamaan
f. Akses
3. Factor pemasaran dalam usaha bisnis pariwisata meliputi:
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a. Pengorgnisasian perancanaa motivasi
b. penempatan dan pergerakan.
c. Koordinasi dan pengawasan
d. Pengaturan dan pengawasan
e. Menyediakan staf organisasi pemasaran
Sedangkan Liu dan Western dalam I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta
(2009:84) menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis
untuk fungsi-fungsi berikut :
1. Perlindungan Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh
degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan dan
pengembangan industri pariwisata yang ekstentif dan tidak terkendali,
serta cepatnya pertumbuhan penduduk dikawasan tersebut sebagai
konsekuensi logis dari kesempatan berusaha yang ditimbulkannya.
Pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu menyediakan solusi
ekonomi untuk proteksi sumber daya alam dan lingkungan.
2. Keberlanjutan Ekonomi
Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi global
akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada produk impor yang
menguras devisaa negara. Pengembangan pariwisata menjadi salah satu
solusi masalah tersebut dengan menyediakan keuntungan ekonomi bagi
lapisan masyarakay bawah yang umumnya berada dikawasan pedesaan
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sehingga diharapkan mampu menciptakan pendistribusian pendapatan dan
sumber daya ekonomi yang menjadi lebih baik.
3. Peningkatan Integritas Budaya
Aspek ekologi dalam pariwisata menyisaratkan sebuah hubungan
timbal balik antara wisatawan dan komunitas lokal yang melibatkan
dialogbudaya yang berdasarkan penghormatan terhadap eksistensi dan
integritas masing-masing.  Jika elemen integritas budaya ini hilang maka
dapat dipastiakan sebaik apapun kawasan wisata yang bangun maka
lambat laun akan ditinggalkan.
4. Nilai Pendidikan dan Pembelajaran
Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata tergantung
pada bagaimana membangkitkan pemahaman dan kepedulian semua
pemangku kepentingan terhadap sumber daya pendukung pariwisata.
Pemahaman dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses
penanaman modal (value) dan norma (norm) melalui proses pendidikan
pembelajaran.
2.4  Pariwisata dan Kepariwisataan
a. Pariwisata
Bila dilihat dari segi etimologis pariwisata berasal dari bahasa
sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”.Pari berarti
berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti
perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan
secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali.
29
The Association Internationale des Experts Scientifiquedu Tourisme
(AIEST) dalam Suwarjoko (2007), mendefenisikan pariwisata merupakan
sebagai keseluruhan hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan
dan pertinggalan (stay) para pendatang. Namun yang dimaksud pertinggalan
bukan berarti untuk bermukim tetap.
Kemudian menurut  Kodyat (2001) pariwisata adalah perjalanan dari
suatu tempat ketempat lain, bersifat  sementara, dilakukan perorangan atau
kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan
kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram (2006) menjelaskan pariwisata
sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka
pendek ke tujuan- tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan
bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama  tinggal di tempat-tempat
tujuan itu.
Selanjutnya Wahab (2003) berpendapat pariwisata adalah salah satu
jenis industrybaru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart
hidup serta menstimulasi sektor- sektor produktivitas lainnya.Sebagai sector
yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti
kerajinan tangan dan cindera mata, penginapan, transportasi secara ekonomi
juga dipandang sebagai industry.
Di dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:
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1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
Pariwisata memiliki berbagai macam bentuk kegiatan wisata yang
dapatdisesuaikandengan minat ataupun  kebutuhan wisatawan. Kegiatan
wisata yang dilakukan memiliki tujuan tertentu yang mendatangkan manfaat
tersendiri bagi masing-masing wisatawan.
Sedangkan menurut Muljadi (2012) istilah pariwisata (tourism) baru
mancul di masyarakat di masyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya
sesudah Revolusi Industri di Inggris.Istilah pariwisata berasal dari
dilaksanakannya kegiatan wisata (tour), yaitu suatu aktivitas perubahan
tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari
dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa
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menghasilkan upah atau gaji. Kemudian Pendit (2003 : 20), mendefinisikan
Pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih
menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah
karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial,
kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti
karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.
Selanjutnya Wahab dalam Oka A Yoeti (2008 : 111), menjelaskan
Pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang
mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu
negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari
daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam
dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan
tetap. Menurut mathieson &  Wall dalam Pitana dan Gayatri (2005), bahwa
pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke
destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan
kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Adapun World Tourism Organization (WTO)
(Pitana dalam Wahid, 2015), mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan
seseorang yang bepergian atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya
yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus,
untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya.
Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas mengenai definisi
pariwisata maka penulis memiliki pandangan bahwa pariwisata merupakan
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suatu kegiatan bepergian menuju tempat lain yang bersifat sementara dan
tidak menetap dengan tujuan utama adalah mencari kesenangan dan kepuasan
batin namun tidak menutup kemungkinan adanya tujuan yang lain.
b. Kepariwisataan
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1,
Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud
kebutuhan setiap orang dan Negaraserta interaksi antara wisatawan dan
masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah,
dan pengusaha.
Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataan menurut Undang-
Undang 10 Tahun 2009 sebagai berikut:
a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas
keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas
berkelanjutan, asasdemokratis, asas kesetaraan,asas kesatuan.
b.  Fungsi  kepariwisataan adalah memenuhi  kebutuhan jasmani, rohani,
dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat.
c. Tujuankepariwisataanmeliputi:
1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi




5) Melestarikan alam, lingkungan,dan sumber daya
6) Memajukan kebudayaan
7) Mengangkat citra bangsa
8) Memupuk rasa cinta tanah air
9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
10) Memperat persahabatan antar bangsa
Menurut Leiper dalam Ismayati (2009), terdapat tiga elemen utama
yang menjadikan kegiatan kepariwisataan tersebut bisa terjadi yakni:
1. Wisatawan
Adalah aktor dalam kegiatan wisata.Berwisata menjadi sebuah
pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan
mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan.
2. Elemen Geografi
Pergerakan wisatawan berlangsung pada tiga area geografi, seperti
berikut ini :
a) Daerah Asal Wisatawan (DAW), daerah tempat asal wisatawan
berada ketika iamelakukan aktivitas keseharian, seperti bekerja,
belajar, tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai
pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW,
seseorang dapat mencari informasi tentang obyek dan daya tarik
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wisata yang diminati, membuat pemesanan dan berangkat menuju
daerah tujuan.
b) Daerah Transit (DT), tidak seluruh wisatawan harus berhenti di
daerah itu. Namun, seluruh wisatawan pasti akanmelalui daerah
tersebut sehingga peranan DT pun penting. Seringkali terjadi,
perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan.
Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura dan
Hongkong berupaya menjadikan daerahnya multi fungsi, yakni
sebagai  Daerah Transit dan Daerah Tujuan Wisata.
c) Daerah TujuanWisata  (DWT), daerah  ini  sering dikatakan
sebagai sharpend (ujung tombak) pariwisata. Di DWT
inidampakpariwisata  sangat dirasakan sehingga dibutuhkan
perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik
wisatawan, DWT merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata
dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DWT juga
merupakan raison d’etre atau alasan utama perkembangan
pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas
wisatawan.
3. Industri Pariwisata
Elemen ketiga dalam kepariwisataan adalah industri pariwisata.Industri
yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Menurut Andi
Mappi Sammeng (2001 : 42) prasarana pariwisata adalah semua fasilitas
utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat
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hidup dan berkembang  dalam rangka memberikan pelayanan kepada
wisatawan. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam
kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut.Sebagai
contoh, biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal
wisatawan.Penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan
maupun di daerah transit, dan akomodasi bisaditemukandi daerah
tujuan wisata.
2.5 Dinas Pariwisata
Tugas dan fungsi utama dinasdaerah yang memberi pelayanan kepada
masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi
ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu,
1997).
Dinas Pariwisata Daerah sebagai salah satu dinas daerah adalah
organisasi pariwisata daerah yang merupakan bagian dari dinas
daerahdanbertugas sebagai unsurepelaksanaan daerah dalam menjalankan roda
pembangunan dan pemerintah daerah di sektor pariwisata.
Secara umum Dinas Pariwisata merupakan satuan kerja di lingkungan
kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik provinsi maupun
kabupaten/kota yang berfungsi mengelola, melestarikan, mempromosikan dan
memasarkan serta mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Penyusunan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Bab II Pasal 3
disebutkan bahwa Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan Pemerintah di
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Bidang Pariwisata.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Riau
menyelenggarakan Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pariwisata
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pekerti
bangsa
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata
6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata
7. Pelaksanaan rencana induk dan pengembangan pariwisata dan sumber
daya manusia
8. Pelayanan administratif.
2.6  Kajian Terdahulu
Dalam rangka menunjang penelitian ini, maka penulis menyajikan
beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.Berikut
disajikan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Fitriani (2011) yaitu skripsi tentang
Strategi Pengelolaan Pariwisata Pantai Lontar Indah di Kabupaten Serang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi
yang dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
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Kabupaten Serang dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lontar Indah di
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil
dari penelitian ini adalah pengelolaan pariwisata Pantai Lontar Indah
masih belum maksimal dikarenakan ada 2 faktor yaitu faktor internal dan
faktor eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain belum adanya
program untuk upaya pengembangan objek wisata Pantai Lontar Indah,
peraturan perundang-undangan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi di
lapangan dan sumber daya manusia yang masih rendah. Sedangkan faktor
eksternalnya adalah belum adanya kerja sama yang maksimal dengan
pihak lain termasuk swasta yang berbadan hukum.
Perbedaan penelitian Mita Fitriani dengan penelitian yang
dilakukan penulis adalah penelitian Mita Fitriani dilakukan pada Dinas
Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang dengan
hasil penelitian pengelolaan pariwisata Pantai Lontar Indah masih belum
maksimal.Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata
Provinsi Riau dengan hasil penelitian secara keseluruhan strategi
pengelolaan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau
sudah sesuai dengan indikator-indikator dalam pengelolaan pariwisata
yang sangat variatif dan komprehensif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zuzi Maima Zura (2018) yaitu skripsi
dengan judul Pengelolaan Objek Wisata Di Kecamatan Kuok Oleh Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini
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adalah pengelolaan objek wisata di kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kampar masih belum optimal, karena masih
ada pengelolaan objek wisata yang tidak berjalan sesuai dengan kegiatan
yang telah direncanakan. Faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya
perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap kinerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar serta kurangnya kesadaran
masyarakat.
Perbedaan penelitian Zuzi Maima Zura dengan penelitian yang
dilakukan penulis adalah penelitian Zuzi Maima Zura dilakukan pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dengan hasil
penelitian pengelolaan objek wisata di kecamatan Kuok belum
optimal.Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata
Provinsi Riau dengan hasil penelitian secara keseluruhan strategi
pengelolaan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau
sudah sesuai dengan indikator-indikator dalam pengelolaan pariwisata
yang sangat variatif dan komprehensif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh G. Liansie (2016) dengan judul Strategi
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Dalam
Pengembangan Pariwisata Lumbok Ranau Untuk Memaksimalkan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat, tujuan penelitian ini
yaitu untuk mengetahui dan menganalisis strategi  Dinas Pemuda, Olah
Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan dalam pengembangan Pariwisata
Lumbok Ranau untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten
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Lampung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis
deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dimana setelah di
analisis  melalui analiis SWOT ada beberapa strategi yang harus dilakukan
untuk pengembangan pariwisata Lumbok Ranau yaitu dengan
meningkatkan sumber daya manusia yang profesional melalui pelatihan
dan inovasi. Kemudian meningkatkan jasa usaha kepariwisataan karena
masih banyak sarana/prasarana yang tidak memadai serta meningkatkan
intensitas promosi pariwisata dengan memaksimalkan media elektronik
untuk menyebar informasi.
Perbedaan penelitian G. Liansie dengan penelitian yang dilakukan
penulis adalah penelitian G. Liansie dilakukan pada Dinas Pemuda, Olah
Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dengan
hasil penelitian yaitu strategi yang harus dilakukan adalah peningkatan
SDM, peningkatan jasa usaha kepariwisataan dan peningkatan promosi.
Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Dinas pariwisata Provinsi
Riau dengan hasil penelitian secara keseluruhan strategi pengelolaan
pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah sesuai
dengan indikator-indikator dalam pengelolaan pariwisata yang sangat
variatif dan komprehensif.
4. Penelitian terdahulu yang lain yaitu jurnal administrasi publik tentang
Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk) yang dilakukan
oleh Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono dan Riyanto (2013). Penelitian
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ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif dimana penulisnya menggambarkan analisis tentang strategi
pengembangan pariwisata di Kabupaten Nganjuk. Hasil dari penelitian ini
yaitu strategi dalam mengembangkan pariwisata pemerintah harus
melakukan penyediaan sarana/prasarana pada objek wisata baik sarana
pokok, pelengkap maupun penunjang. Kemudian pengembangan objek
wisata daerah dilakukan dengan menambah dan meningkatkan fasilitas
pada objek wisata yang sudah ada. Menurut penelitian ini peran serta
masyarakat dan peran swasta juga sangat mempengaruhi proses
pengembangan objek wisata.
Perbedaan penelitian Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono dan
Riyanto dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Sefira
Ryalita Primadany, Mardiyono dan Riyanto dilakukan pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dengan hasil
penelitian strategi yang harus dilakukan pemerintah adalah penyediaan
sarana/prasarana, peningkatan fasilitas dan perlunya partisipasi masyarakat
dan swasta. Sedangkan penulis melakukan penelitian pada Dinas
Pariwisata Provinsi Riau dengan hasil penelitian secara keseluruhan
strategi pengelolaan pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi
Riau adalah sesuai dengan indikator-indikator dalam pengelolaan
pariwisata yang sangat variatif dan komprehensif.
2.7  Pandangan Islam Tentang Pariwisata dan Pengelolaan Alam
Pariwisata  dikenal   dalam istilah bahasa arab dengan kata“al-Siyahah, al-
41
Rihlah, danal-Safa atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “tourism”, secara
defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
manusia baik secara perorangan maupun kelompok didalam wilayah negara
sendiri atau pun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor
penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat
dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan
tertentu. Dalam islam berwisata  merupakan salah satu cara bagi manusia untuk
melihat fenomena dan keindahan baik ciptaan Allah maupun buatan manusia.
Salah satu friman Allah yang menjelaskan tentang perjalanan adalah dalam dalam
QS. Saba’ ayat 18:
                      
       
Artinya : dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami
limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan
Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan.
berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari
dengan dengan aman.
Pengelolaan alam dalam pandangan islam seperti dijelaskan pada Surat
Luqman ayat 10:
                    
                  
Artinya : Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak
menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala
macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu
Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
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Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan semua yang ada
di bumi dengan ukuran yang telah ditetapkan.Setiap wilayah baik daratan maupun
perairan memiliki potensinya masing-masing.Dan Allah Swt menciptakan
manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengatur dan memanfaatkan potensi atau
sumber daya alam yang ada.Setiap umat manusia dipertanggungjawabkan tentang
yang diamanahkan kepadanya. (Teungku Muhammad Hasbi : 2002, 172).
Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan
agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai makhluk ciptaan
Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan dilarang
untuk berbuat kerusakan diatas bumi sebagai mana yang dijelaskan dalam firman
Allah pada Q.S Al-Qasas : 77
        
             
  
Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2.8 Definisi Konsep
Untuk menghindari dari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini
maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan konsep-konsep yang
berhubungan dengan penelitian ini.
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan,
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karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul,
sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Strategi adalah kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara
sistematik  dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah
pada tujuan organisasi.
3. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari
tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber
lainnya.
4. Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau
lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan
kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena
kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan
maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah
pengalaman ataupun untuk belajar.
5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan pariwisata.
7. Pendapatan Asli Daerah ( PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah
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dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
8. Dinas Pariwisata adalah satuan kerja di lingkungan kerja atau Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
yang berfungsi mengelola, melestarikan, mempromosikan dan
memasarkan serta mengembangkan potensi pariwisata di daerah tersebut.
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2.9 Konsep Operasional
Konsep operasional menurut Walizer & wiener ialah seperangkat petunjuk
yang lengkap tentang apa yang harus diamatai serta bagaimana mengukur suatu
variabel maupun konsep definisi operasional tersebut dapat membantu kita untuk
mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam suatu kategori khusus dari variable.
Berikut konsep operasional dalam penelitian ini:
Table 2.2 Konsep Operasional
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Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran








a. Statistik  dan penelitian
b. Koordinasi
c. Promosi atau pemasaran
dan publisitas
















3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian   ini  dilaksanakan   pada   Kantor  Dinas Pariwisata Provinsi
Riau. Adapun alasannya adalah karena berbagai strategi dan pelaksanaan
kebijakan tentang kepariwisataan serta pengelolaan dan pengembangan
pariwisata di Provinsi Riau dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
Kemudian untuk mendapatkan informasi berupa data dan informasi yang
berkaitan dengan penelitian ini juga berasal dari sana. Selain itu penelitian ini
juga dilakukan pada berbagai objek wisata alam yang ada di Provinsi Riau yaitu
untuk kebutuhan informasi dengan melakukan wawancara kepada pengelola
objek wisata dan masyarakat serta pengunjung objek wisata.
Penelitian ini membahas strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi
Riau dalam mengelola wisata alam pada tahun 2019.Sedangkan waktu penelitian
dilakukan pada bulan Oktober 2019- Februari 2020.Lebih tepatnya pada tahun
akademik 2019/2020.
3.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (indepeden)
tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan
variabel yang lain. Sedangkan metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif.
Data kualitatif adalah data yang  berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.
(Sugiyono. 2016:11).
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Sehingga penelitian inidimaksudkan untuk menggambarkan suatu
fenomena atau kenyataan sosial, yang berkenaan dengan masalah yang diteliti,
khususnyaperanpemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata.
3.3 Jenis Dan Sumber Data
Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil
penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek
penelitian. Dalam hal ini jenis dan sumber data yang dipakai adalah:
a. Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data
kualitatif.Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema,
dan gambar yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis, actual
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal
ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan (Sugiyono 2003:14).
b. Sumber Data
Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder.
a) Data Primer
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data
ini tidak tersediah dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file -
file. Data ini harus di cari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya
responden atau orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang
kita jadikan sebagai sarana yang mendapat kan informasi atau data (Umi
Narimawati, 2008 : 58). Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal
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dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini
melalui wawancara.
b) Data Sekunder
Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberi data
kepada pengumpul data (Sugiyono 2008:402).Data skunder merupakan
data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh dari
sumber yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis
memperoleh data skunder dari laporan-laporan, dokumen, buku dan
sumber lain yang berkaian dengan penelitian ini.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha memperoleh data serta informasi dibutuhkan dalam penelitian
ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpuan data, dimana peneliti melakukan
pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat
kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004: 104).Dalam metode ini peneliti
akan mengunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi,
proses atau perilaku pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau, objek wisata dan
objek lain yang berkaitan dengan penelitian.
b. Wawancara
Wawancara (Interview) yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya
jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian
50
ini, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu. Metode wawancara merupakan metode
penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan responden
(kadang kala disebut “key informant”) (Prasetya Irawan, 2004: 64).
Dalam penelitian ini peneliti melakukan dialog Tanya jawab kepada
pegawai pada kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau, kemudian pengelola
objek wisata, pengunjung objek wisata serta masyarakat sekitar objek wisata
guna mendapatkan data atau infromasi yang dibutuhkan dalam penelitian
ini. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana
peneliti memilih key informan yang dianggap paling mengetahui bagaimana
kondisi keseluruhan dan analisis pengelolaan dan pengembangan pariwisata
di Provinsi Riau.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-
hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan
sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang
bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan
penelitian (Arikunto, 2006:158).
d. Library  research
Yaitu carapengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang
berhubungan dengan penelitian.Dalam hal ini penulis menggunakan buku-
buku, dokumen, undang-undang, laporan dan sebagainya yang berhubungan
dengan penelitian ini.
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e. Penelusuran data online
Yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data
yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.Dalam hal ini
peneliti menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang
menyediakan data yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.5 Informan
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moelong 2000 :
97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan penelitian
yang dianggap key informandengan carapurposive sampling.
Teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan
sengaja dengan pertimbangan tertentu, hanya terkait dengan orang-orang yang
dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan peneliti teliti (Sugiyono
2010: 85). Adapun yang paling mengetahui bagaimana strategi pengelolaan
pariwisata di Provinsi Riau adalah Dinas Pariwisata Provinsi Riau.Dengan
demikian peneliti menetapkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu
2 informan dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan 4 orang pengelola destinasi
wisata alam sebagai informan tambahan seperti pada tabel berikut ini:
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Table 3.1 Informan Penelitian
No Informan Jumlah
1. Kepala Dinas Pariwisata 1
2.
Kepala Seksi Pengkajian dan
Pengembangan Destinasi Pariwisata
1
3. Pengelola Destinasi Wisata Alam 4
Total 6
Sumber: Data Olahan 2019
3.6 Metode Analisis
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada
orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,
menjabarkannya kedalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dalamSugiyono,
2014 : 244).
Metode ini menggunakan metode kualitatif.Sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah pendektan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian
menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran
mengenai objek yang diteliti. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti akan
melakukan prosesproses di bawah ini.
a.Data Reduction (Reduksi Data)
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Mereduksi data berarti proses merangkum, memilih, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh dari catatan-
catatan di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh di lapangan kemudian
direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-
tema, membuat gagasan, menulis memo, yang selanjutnya dilakukan pemilihan
terhadap data yang diperoleh di lapangan, mana data yang relevan dan mana data
yang tidak relevan dengan permasalahan dan focus penelitian. Reduksi data atau
proses transformasi ini berlanjut terus setelah penelitian di lapangan sampai
laporan akhir tersusun secara lengkap.
b.Data Display (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.Dalam
hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
saja yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut. Dalam hal ini setelah melakukan reduksi data penulis
akan meneruskan analisisnya dengan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan mengambil sebuah tindakan dari apa yang sudah ditemukan.
c.Conclusing Drawing Verivication (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Dalam penelitian ini
setelah melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian,
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penulis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan
proposisi. Sedangkan verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang
melintas atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau untuk
mengembangkan kesempatan inter subjektif  dengan kata lain makna yang muncul
dari data harus diuji validitasnya. Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara
kontinyu sepanjang penelitian verifikasi oleh peneliti tujuannya untuk mencari
dan menganalisis makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari tema,
pola hubungan, permasalahan yang muncul, hipotesa yang dikumpulkan secara




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau
A. Sejarah
Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957.Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61
tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk
berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang,
yaitu hampir 6 tahun (17 November1952 s/d 5 Maret1958).
a. Periode 5 Maret 1958- 6 Januari 1960
Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957,
daerah swatantra tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II,
yaitu : Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau, termaktub dalam UU
No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25) dan Kotaparaja Pekanbaru,
termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956.
Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari1958 No.
258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di
lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam
Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut
dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui
PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah
Riau.Dengan demikian, pemerintah daerah Riau yang baru terbentuk harus
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mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di
daerahnya sendiri.
Di Riau daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI,
pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan.Sebagai Bupati Indragiri di
Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru
dibentuk filial kantor gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor
gubernur TanjungPinang, yaitu Bupati Dt.Wan Abdurrachman dibantu oleh
Wedana T. Kamaruzzaman.
b. Pemindahan Ibukota
Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri
Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau
secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota
provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah
mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus1958
No.Sekr.15/15/6.Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-
sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan,
maka badan penasehat meminta kepada gubernur supaya membentuk suatu
panitia khusus. Dengan surat keputusan gubernur kepala daerah swatantra
tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia
penyelidik penetapan ibukota daerah swatantra tingkat I Riau.
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah Riau untuk mendengar
pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa perang Riau daratan
dan penguasa perang Riau Kepulauan.Dari angket langsung yang diadakan
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panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih
Kota Pekanbaru.Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri.Akhirnya tanggal 20 Januari1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan
No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.
c. Periode 6 Januari 1960-15 November1966
Dengan dilantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai gubernur,
maka struktur pemerintahan daerah tingkat I Riau dengan sendirinya
mengalami pula perubahan.Badan penasehat gubernur kepala daerah
dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai.Rombongan
pemindahan pertama dari TanjungPinang ke Pekanbaru dimulai pada awal
Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.
Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959
mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik
Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan
anggota-anggota terdiri dari: 1) Wan Ghalib, 2) Soeman Hs dan 3) A. Muin
Sadjoko.
Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH) merupakan
pembantupembantu gubernur kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan
sehari-hari. Di dalam rapat gubernur, Badan Pemerintah Harian dan
StaffResiden Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerja pemerintah
daerah, yang dititik beratkan pada :
1) Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
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2) Menggali sumber-sumber penghasilan daerah.
3) Menyempurnakan aparatur.
Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR.
Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt.
Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan
organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu
diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam
negeri Ipik Gandamana.
Usaha untuk menyempurnakan pemerintah daerah terus ditingkatkan,
disamping gubernur kepala daerah, pada tanggal 25 April1962 diangkat
seorang wakil gubernur kepala daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang
semula menjabat WalikotaPekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku
Bay.
Di samping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah
Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan
batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam
kelancaran jalannya roda pemerintahan.Ditambah lagi adanya hasrat rakyat
dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-
lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten.
Untuk itu maka oleh pemerintah daerah Provinsi Riau pada tanggal 15
Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu
panitia.Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah
daerah tingkat II dan 1 (satu) buah Kotamadya.
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a) Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
b) Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas.
c) Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer.
d) Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf.
e) Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim.
f) Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris.
d. Pasca Reformasi
Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi’ telah memberikan
perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau
sendiri.Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan
otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.Hal ini
berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27
Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali
Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi
menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya
terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota.
Table 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, Penduduk dan Luas Wilayah
Provinsi Riau menurut Kabupaten
No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa JumlahPenduduk
Luas
Wilayah
1 Kuantan Singingi 15 229 324 413 5.202.16
2 Indragiri Hulu 14 194 433 934 7.767.26
3 Indragiri HIlir 20 236 731 396 13.798.37
4 Pelalawan 12 118 460 780 12.404.14
5 Siak 14 131 477 670 8.233.57
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6 Kampar 21 245 851 837 10.928.20
7 Rokan Hulu 16 153 666 410 7.229.78
8 Bengkalis 8 155 566 228 12.044.23
9 Rokan Hilir 18 193 697 218 8.961.43
10 KepulauanMeranti
9 101 184 372 3.707.84
11 Pekanbaru 12 58 1 117 359
633.01
12 Dumai 7 33 303 292 1.727.38
Sumber:  Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
B. Kondisi Georafis dan Demografi
Provinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas ±
8.915.016 Ha (89.150 Km2), keberadaanya membentang dari lereng bukit barisan
sampai selat Malaka terletak antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan 02° 25’ 00”
Lintang Utara atau antara 100° 00’-105° 05’ 00” Bujur Timur. Didaratan terdapat
15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai
sarana penghubung seperti sungai siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M,
sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 M, Sungai Kampar (400 Km)
dengan kedalaman ± 6 M dan sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8
M. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan
bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.
Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan Negara
tetangga dan propinsi lainnya adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera
Utara
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat
Malaka
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera
Utara
Adapun hasil sensus penduduk Provinsi Riau berdasarkan data yang
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Jumlah penduduk Provinsi
Riau adalah sebagai berikut:





Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
C. Klimatologi dan Topografi
Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar
antara 1000-3000 mm pertahun  yang dipengaruhi oleh musim hujan dan
kemarau. Selanjutnya menurut catatan stasiun meteorology suhu udara nya antara
21,0° -36,0° Celcius.
Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2 % (datar)
seluas 1.157.006 Hektar, kemiringan lahan 15-40 % (curam) seluas 737.966
Hektar dan daerah yang memiliki topografi yang memiliki kemiringan sangat
curam (>40%) seluas 550.928 (termasuk propinsi kepulauan Riau) hektar dengan
ketinggian rata-rata 10 Meter di atas permukaan laut. Secara umum topografi
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Provinsi Riau merupakan daerah daratan rendah dan agak bergelombang dengan
ketenggian pada beberapa kota yang terdapat di Propinsi Riau antara 2-91 M di
atas permukaan laut.
D. Visi dan Misi Provinsi Riau
Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor (Perda) Provinsi Riau
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025, Provinsi Riau memiliki visi yaitu : “Terwujudnya Provinsi Riau
Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan
Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara
Tahun 2025”.
Untuk mencapai visi jangka panjang tersebut dengan mempertimbangkan
tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan
tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan
visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang di
dalamRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD) ProvinsiRiau
2014-2019,yaitu : “Terwujudnya provinsi riauyang maju, masyarakat
sejahtera, berbudaya melayu,danberdaya saing tinggi, menurunnya




2. Meningkatkan pelayanan pendidikan;
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3. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
4. Mengentaskan kemiskinan;
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan
kehidupan politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan;
8. Meningkatkan penataan lingkungan, kebersihan dan pariwisata;
9. Meningkatkan peran swastadalam pembangunan.
Kemudian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah pada
pemerintahan periode 2019-2024 juga telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi
Riau Tahun 2019-2014 dimana visi tersebut adalah: “Terwujudnya Riau Yang
Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau
Bersatu)”.
Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah
tersebut adalah:
1) Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan
Berdaya Saing melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya,
2) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan
Berwawasan Lingkungan,
3) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya
Saing,
4) Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan
Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing dan
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5) Mewujudukan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik
yang prima berbasis Teknologi Informasi.
4.2 Dinas Pariwisata Provinsi Riau
A. Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Diawali dari sistem Pemerintahan NKRI pada saat sebelum bergulirnya
Reformasi, ketika itu sistem Pemerintahan dipegang penuh atau yang mempunyai
kekuasaan adalah Pemerintahan pusat (sentralistic) dimana segala urusan
Pemerintahan Daerah diatur oleh Pemerintah Pusat baik Keuangan maupun
Kebijakan Daerah, dan saat itu Pemerintah Provinsi Riau bernama Pemerintahan
Daerah Tingkat I Riau, dan Pemerintah bernama Kanwil Departemen Pos dan
Telekomunikasi Provinsi Riau.
Pada tahun 1997 bergulir Reformasi, pada saat itu dengan dikeluarkannya
UU No. 32 tentang Otonomi Daerah dimana Daerah diberikan hak penuh untuk
mengurusi rumah tangganya sendiri, maka ada sebagian aset Pemerintah Pusat
yang ada di Daerah diserahkan ke daerah sehingga bergabunglah antara Dinas
Pariwisata Daerah Tingkat I Riau, Deparpostel dan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.
Melalui Perda Provinsi Riau tahun 2003 terbentuklah Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Riau, dan pada tahun 2009 melalui perda Provinsi
RiauNo.9 tahun 2009 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat Daerah
ProvinsiRiau maka terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau
SampaiSaat ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau mengalami
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Perubahannama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau
pada tanggan23 Februari 2015.
Dinas ini berganti nama dikarenakan telah dikeluarkannya peraturaran dari
gubernur Riau Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Nama Dinas, Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
Riau.
Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau kembali melakukan
perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Dalam Perda tersebut  Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Riau.
B. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau 2014-2019,
Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-8 yaitu MENINGKATKAN
PENATAAN LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN PARIWISATA.Maka
Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki:
a. Visi
Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau merepresentasikan visi
pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didefinisikan sebagai
berikut:
“PARIWISATA UNGGUL BERBASIS BUDAYA MELAYU”
Penjelasan Makna Visi
Pernyataan Visi diatas adalah keadaan yang diharapkan tercapai pada
akhir periode perencanaan, sehingga perlu pemahaman terhadap pernyataan
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visi tersebut, yakni terwujudnya kepariwisataan yang berbasis kebudayaan
Melayu dengan unsur-unsurnya, yaitu  bahasa, sistem pengetahuan, sistem
teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup,
sistem religi, serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan,
merupakan kekayaan dan jati diri  anak bangsa, yang akan menjadi faktor
pendukung dalam pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau.
b. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan
organisasi dapat terlaksanan dan hasil dengan baik sesuai visi yang telah
ditetapkan. Misi yang akan diemban dalam rangka mewujudkan visi Dinas
Pariwisata Provinsi Riau adalah:
1) Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai kekayaan
dan kearifan lokal;
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
3) Meningkatkan peran serta dan kerjasama stakeholder; dan
4) Melaksanakan pengembangan sapta pesona dan wisata syariah.
C. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau
BerdasarkanUndang-Undang Nomor23 Tahun2014tentang Pemerintahan
Daerah pasal209ayat(1)PerangkatDaerah Provinsi terdiri atasSekretariat
Daerah,Sekretariat DPRD,Inspektorat,DinasdanBadan. Pasal 211 ayat (1)
menyatakanDinas dibentuk untuk melaksanakan urusanpemerintah
yangmenjadikewenangan.Dengandemikian,Dinas
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PariwisataProvinsiRiaumerupakan Dinasyangdibentuk untuk melaksanakan





Untukmelaksanakan tugas tersebut Dinas PariwisataProvinsiRiau
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakanteknis dibidang pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
4. Pelaksanaanpengembanganpariwisata, pembinaan karakter dan pekerti
bangsa;
5. Pelaksanaan monitoring danevaluasi pariwisata;




D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau
Untukmelaksanakan tugas pokokdanfungsinya berdasarkan
PeraturanDaerah Provinsi RiauNomor4Tahun2016, TentangPenyusunan
danSusunanPerangkatDaerahProvinsiRiau,DinasPariwisata ProvinsiRiaudidukung
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f.   BidangEkonomiKreatif
1.SeksiEkonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya













Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau




Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan pada bab-bab
sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan
memberikan saran- saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas
Pariwisata Provinsi Riau agar dapat memberikan perubahan dan perbaikan untuk
kedepannya.
6.1 Simpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai strategi Dinas
Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau adalah
sebagai berikut:
1. Berdasarkan data hasil observasi dan penelitian secara keseluruhan maka
strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di
Provinsi Riau dinilai belum maksimal. Penilaian ini didasarkan pada hasil
penelitian terhadap aspek dalam indicator pada penelitian ini
(Pengembangan, Kelembagaan, Pengaturan) dimana jawaban informan
menunjukkan banyaknya program-program yang dibuat belum memenuhi
kebutuhan aspek-aspek dalam indicator tersebut. Pada indikator
pengembangan,  strategi perencanaan dan pengawasan memang sudah tepat,
namun dalam pelaksanaan dan pembiayaan masih perlu peningkatan strategi
yang lebih berdampak secara efisien dan efektif. Kemudian dalam indikator
kelembagaan, pada sektor pengkajian sudah memiliki strategi yang baik,
namun pada sektor koordinasi dan pemasaran belum memiliki strategi yang
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luas karena seharusnya melibatkan sektor swasta akan jauh lebih maksimal.
Di sisi lain strategi pada sektor pendidikan dan pelatihan juga belum optimal
karena masih banyak ditemui kendala rendahnya SDM pariwisata.
Sementara itu dalam indikator pengaturan sudah memiliki banyak
aturan/regulasi yang menjadikan Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki
landasan hukum yang kuat. Namun perizinan yang diserahkan kepada
kabupaten/kota menjadikan Dinas Pariwisata Provinsi tidak bisa banyak
dalam partisipasi pengelolaan parwisata di daerah sehingga ini dinilai
kurang efektif.
2. Dalam pelaksanaan dari kebijakan dan perencanaan atau program-program
yang menjadi strategi masih banyak ditemukan kendala-kendala seperti
keterbatasan anggaran, SDM pariwisata, partisipasi stake holder, serta status
kepemilikan lahan. Hal ini juga menjadi dasar penilaian belum maksimalnya
strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di
Riau.
6.2 Saran
Adapun saran penulis megenai strategi pengelolaan pariwisata di Provinsi
Riau adalah sebagai berikut:
1. Di harapkan pihak Dinas Pariwisata Provinsi Riau lebih cermat lagi dalam
membaca perkembangan pasar pariwisata sehingga nantinya mampu
membuat strategi-strategi atau program yang lebih efektif dan efisien.
2. Melakukan pengkajian dan observasi alam secara maksimal untuk
menemukan destinasi wisata alam baru agar selanjutnya dibangun dan
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dikembangkan menjadi destinasi wisata favorit karena Provinsi Riau pada
dasarnya memiliki potensi wisata alam yang sangat baik.
3. Berkoordinasi dan menekan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk
membangun maupun memperbaiki sarana dan infrastruktur agar lebih
mendukung aktivitas pariwisata di Provinsi Riau secara menyeluruh.
4. Diperlukan kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat untuk menjaga
kelestarian kawasan objek wisata alam di Provinsi Riau secara
berkesinambungan sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM juga
harus lebih maksimal.
5. Perlu meningkatkan kerja sama atau koordinasi dengan sektor swasta atau
investor dalam hal perencanaan, pelaksanaan, promosi dan pembiayaan
untuk mempercepat pengembangan pariwisata.
6. Bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya scara maksimal
dengan penuh rasa ikhlas karena Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan
akuntabilitas dan integritas yang tinggi karena dampaknya juga akan




Q.S Al-Qasas ayat 77
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Informan Penelitian
1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau
2. KepalaBidangPengembangan Sumber Daya Pariwisata
3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
4. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
5. Pengelola Objek Wisata Alam
6. Pengunjung Objek Wisata Alam
Pertanyaan Untuk Dinas Pariwisata Provinsi Riau dan Informan Penelitian
A. Pengembangan
1) Apa saja bentuk-bentuk perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Riau
sebagai  strategi pengelolaan wisata alam di Riau?
2) Bagaimana terkait dengan pelaksanaan dari perencanaan-perencanaan yang
sudah dibuat? Apakah sudah berjalan atau sebaliknya?
3) Bagaimana pembiayaan dalam melaksanakan rencana-rencana untuk
pengembangan wisata alam di Riau?
4) Pengendalian/pengawasan seperti apa yang dilakukan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau terhadap pengelolaan dan pengembangan wisata alam di
Riau?
B. Kelembagaan
1. Apakah Dinas Pariwisata Provinsi Riau sudah melakukan penelitian dan
pengkajian serta melakukan pendataan terhadap potensi wisata alam di
Riau?
2. Apakah Dinas Pariwisata Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan
pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan wisata alam di Riau? Dan
apa bentuk koordinasi tersebut?
3. Apa strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam
mempromosikan dan memperkenalkan wisata alam diRiau?
4. Apakah program pendidikan dan pelatihan telah dilakukan Dinas
Pariwisata Provinsi Riau dalam upaya pengembangan SDM pariwisata?
Bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan wisata alam di Riau?
C. Pengaturan
1. Apa aturan dan regulasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi
Riau dalam hal pengelolaan dan pengembangan wisata alam diRiau?
2. Bagaimana instrumen perizinan dalam pengelolaan wisata alam di Provinsi
Riau?
D. Pertanyaan Mengenai Kendala Dalam Menjalankan Strategi Pengelolaan
Wisata Alam di Riau
1. Dari semua strategi dan program dalam pengelolaan wisata alam di Riau,
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